BAB II

 LANDASAN TEORI
A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri. Penulisan kata “waqaf” dalam bahasa Indonesia adalah dengan huruf k (wakaf). Kata ini diambil dalam bahasa Arab, kata abstrak (masdar) waqfun atau kata kerja (fi’il) waqafa-yaqifu yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (fi’il lazim) atau transitif (fi’il muta’addi)

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.
 Selanjutnya Mayoritas Ulama menyatakan wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap dari orang yang mewakafkan dan lainnya, pengelolaaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 menjelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.

Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua yaitu wakaf Zurry (wakaf untuk keluarga dekat) dan wakaf Khairy (wakaf untuk umum). Masyarakat muslim di indonesia banyak yang melakukan praktik wakaf Khairy. Pemerintah telah berusaha untuk mengamankan dan melestarikan harta benda wakaf, agar manfaat harta wakaf dapat dinikmati oleh wakif maupun oleh umat sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya. Untuk itu pemerintah RI telah mengatur wakaf dalam Instruksi antara Pemerintah bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1990/24 tahun 1990 tentang pensertifikatan tanah wakaf, kemudian Pasal 47 ayat 3 UUPA (Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960), yang pelaksanaannya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, selanjutnya diikuti dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004.

2. Dasar Hukum Wakaf
a. Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ
       Artinya:“
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah megetahui”. (QS. Ali Imron ayat 92).

b. Hadis

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya adalah hadis umar bin khattab ketika mewakafkan tanah di Khaibar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاْبنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
Artinya : Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)

2. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat dan rukun dapat mempengaruhi ada atau tidaknya suatu hukum. Syarat secara etimologi berarti tanda. Sedangkan secara terminologi berarti segala sesuatu yang bergantung kepadanya dan ia berada diluar hukum itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang terdapat pada keberadaan hukum dan sifatnya termasuk kedalam hukum itu sendiri.
 Jadi jika dilihat dari keberadaanya penulis menganalogikan syarat itu berada di luar hukum, sedangkan rukun itu berda di dalam hukum. Syarat dan rukun ini berpengaruh terhadap ada atau tidanya suatu hukum.
Rukun dan syarat wakaf menurut hukum Islam. Sahnya suatu perwakafan itu harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun wakaf ada 4, yaitu: wakif, barang yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf dan yang terakhir Sighat wakaf.
 Dalam syarat wakif atau orang yang berwakaf disyaratkan harus sah wakafnya. Dalam artian merupakan orang yang ahli dalam beribadah, orang tersebut boleh melaksanakan hibah, shodaqah, atau selainnya karena sesungguhnya akad wakaf itu merupakan akad tabaru‟ atau akad ibadah
. Syarat wakif itu ada 4 (empat):
1) Wakif harus orang yang merdeka dan orang yang memiliki barang tersebut. Sehingga tidak sah wakafnya seorang hamba karena dia tidak bisa memiliki; dan juga tidak sah mewakafkan barang ghasab atau curian, karena syarat dari orang yang wakaf adalah memiliki dan tidak ada sebab yang merusak barang tersebut.

2) Wakif harus berakal, maka tidak sah wakaf dari orang gila karena sesungguhnya orang gila itu tidak dianggap orang yang ahli ibadah atau orang yang kurang akalnya sehingga wakafnya itu tidak sah.

3) Wakif harus sudah baligh, maka tidak sah wakafnya anak kecil walaupun itu mumazis ataupun belum, tapi ketika belum baligh maka tidak sah wakafnya;

4) Harus cerdas, bukan orang yang tercegah atau terlarang untuk melakukan sebuah transaksi, orang yang bangkrut ataupun orang yang pelupa, maka tidak sah wakaf dari orang yang bangkrud, bodoh atau pelupa. Tidak dalam pengampuan, boros atau lalai

Syarat mauquf atau barang yang diwakafkan itu ada 4:

1) Barang tersebut harus merupakan harta memiliki nilai jual, maka tidak sah mewakafkan barang yang bukan berupa harta, contohnya seperti kemanfaatannya saja tetapi bukan barangnya. Kemudian tidak sah juga mewakafkan harta tetapi secara syara’ tidak bernilai, seperti barang-barang yang memabukkan maka tidak diperbolehkan mewakafkan sesuatu yang tidak memiliki kemanfaatan atau tidak diperbolehkan kemanfaatannya secara syara’, karena tujuan dari wakaf itu adalah dapat memanfaatkan barang wakaf tersebut.

2) Dari barang wakaf tersebut harus sudah diketahui sehingga ketika sudah diketahui harus terdeteksi ukurannya kadar dari wakaf tersebut, contoh seperti 1000 meter, atau setengah dari tanah pemiliknya dari maka tidak sah mewakafkan suatu barang tidak jelas, karena tidak jelasnya barang wakaf itu menuntut terhadap sebuah kerusakan

3) Barang yang harus dimiliki sempurna oleh wakif ketika diwakafkan, artinya tidak ada khiyar sama sekali di dalamnya, karena sesungguhnya yang namanya mewakafkan itu menggugurkan kepemilikan sehingga wajib barang yang diwakafkan itu merupakan barang yang dimiliki.

4) Barang wakaf harus barang yang bermanfaat atau barang yang bisa diserah terimakan, karena sesungguhnya menyerahkan barang itu merupaka syarat diperbolehkannya malaksanakan wakaf menurut Nabi Muhammad, dan menurut Abu Yusuf seperti halnya Syafi’iyah Imam Hanabillah tentang syarat ini membolehkan wakaf umum karena sesungguhnya memasrahkan itu bukan syarat sama sekali, dan tidak diperbolehkan mewakafkan barang yang manfaatnya itu tidak selamanya contoh seperti minuman atau makanan atau lainnya yang kira-kira dalam pemanfaatanya merusak barang tersebut, karena tujuan dari barang wakaf tersebut harus tetap.
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1. Syarat mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf


Syarat mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf itu harus diketahui, sehingga ketika perwakafan itu tidak jelas atau tidak ada peruntukan untuk siapa maka tidak diperbolehkan, dengan gambaran mauquf alaih itu adalah untuk mendekatkan diri sedangkan sisi kepemilikan mauquf alaih itu hanya secara hukum saja.

2. Sighat wakaf


Sighat wakaf, wakaf itu sah ketika ada sebuah sighat didalamnya, sighat itu meliputi sigat ijab dan qabul. Sighat itu harus menggunakan lafat yang jelas tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak jelas.

Rukun wakaf dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta benda miliknya);

b. Naẓir (orang yang mengelola wakaf);

c. Harta benda wakaf

d. Ikrar wakaf

e. Peruntukan harta benda wakaf

f. Jangka waktu wakaf.

3. Wakif atau orang yang mewakafkan


Wakif menurut pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 wakif dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. wakif perseorangan, b. wakif organisasi; c. wakif badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam Pasal 8 sebagai berikut:

1) Wakif perseorangan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa (usia 21 tahun atau sudah menikah); berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; pemilik sah harta benda wakaf.

2) Wakif organisasi seperti yang dimaksud Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi, dengan ketentuan perwakafan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3) Wakif badan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum, dengan ketentuan perwakafan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
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4. Naẓir atau orang yang mengelola wakaf


Naẓir adalah pihak yang bertugas memelihara dan mengurusi wakaf, Naẓir mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Naẓir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari Naẓir itu sendiri. Para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Naẓir wakaf yang dianggap mampu dan memenuhi syarat-syarat Naẓir yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan maupun lembaga (badan hukum). Pengangkatan Naẓir ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Dalam  Pasal  9  Undang-undang 
No.  41
 tahun  
2004, 
Naẓir  dikelompokkan menjadi  tiga,  yaitu:  perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat-syarat untuk menjadi Naẓir diatur dalam Pasal 10, yaitu:

1) Naẓir perseorangan

a. Warga negara Indonesia;

b. Beragama Islam;

c. Sudah dewasa (usia 21 tahun atau sudah menikah);

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Tidak berada di bawah pengampuan;

f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf itu berada.

2) Naẓir organisasi

a. Pengurusnya memenuhi persyaratan Naẓir perseorangan;

b. Merupakan salah satu dari organisasi di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

3) Naẓir badan hukum

a. Pengurusnya memenuhi persyaratan Naẓir perseorangan;

b. Badan hukum dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;

c. Merupakan salah satu dari badan hukum di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Dalam Pasal 45 Undang-undang No.41 tahun 2004, dijelaskan tentang pemberhentian Naẓir, yaitu:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Naẓir berhenti dan diganti dengan Naẓir lain apabila Naẓir yang bersangkutan:

a. Meninggal dunia bagi Naẓir perseorangan;

b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Naẓir organisasi atau Naẓir badan hukum;

c. Atas permintaan sendiri;

d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Naẓir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai denga ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku;

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pemberhentian dan pergantian Naẓir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Naẓir lain karena pemberhentian dan pergantian Naẓir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf
.

Mauquf lah atau harta benda yang diwakafkan


Harta wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (Pasal 15 UU No.41 Tahun 2004). Kemudian harta benda wakaf diatur dalam Pasal 16 UU No. 41 tahun 2004, sebagai berikut:

1. Harta benda wakaf terdiri dari:

a. Benda tidak bergerak; dan

b. Benda bergerak

2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat


(1) huruf a meliputi:

a. Hak atas tanah sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

b. Bangunan atau bagian bangunan yang diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d. Hak milik atas suatu rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. uang;

b. logam mulia;

c. surat berharga;

d. kendaraan;

e. hak atas kekayaan intelektual;

f. hak sewa;

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Sighat atau ikrar wakaf

Sebelum melakukan perwakafan, wakif perlu megetahui ketentuan tentang sighat (ikrar) atau peryataan wakaf dari wakif. Sighat adalah pernyataan wakaf dari wakif yang ditujukan kepada Naẓir untuk mewakafkan benda miliknya. Sighat disebut juga ikrar. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada ikrar wakaf diatur dalam Pasal 218 Kompilasi dinyatakan:

a. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada naẓir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

b. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan di maksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Mentri Agama.

Mauquf „Alaih atau tujuan wakaf


Dalam UU No.41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf ini diatur dalam Pasal 22 dan 23 sebagia berikut:
Pasal 22


Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi :

a. Sarana dan kegiatan ibadah;

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan atau

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


Pasal 23

a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

b. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Naẓir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.


Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri. Larangan-larangan terhadap perubahan status harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tertuang dalam pasal 40 bagian IV Undang-undang No.41 tahun 2004, sebagai berikut:
a. Dijadikan jaminan;

b. Disita;

c. Dihibahkan;

d. Dijual;

e. Diwariskan;

f. Ditukar; atau

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya


Namun, ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari’ah. Pelaksanaan ketentuan tentang pengecualian diatas, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf hendaknya ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

4. Tata Cara Perwakafan
Peraturan agar wakaf bisa berjalan dengan benar dalam kompilasi Pasal 223, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.

b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

c. Pelaksanaan Ikrar Wakaf, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

d. Dalam melaksanakan Ikrar seperti yang dimaksud dalam ayat (1), pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut:

a. Tanda bukti kepemilikan harta benda

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kepemilikan harta benda tidak bergerak tersebut.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak tersebut.

Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, langkah berikutnya dijelaskan dalam Pasal 224 jo. PP No.28 Tahun 1977 Pasal 10 ayat (1): “Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Naẓir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.”

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam Pasal 28, yang berbunyi: Pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

Pasal 31:

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaanya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 32:

1. Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Naẓir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf‟Alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Naẓir untuk kepentingan Mauquf’alaih;

3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Naẓir dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW;

4. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. Nama dan identitas Wakif;

b. Nama dan identitas Naẓir ;

c. Nama dan identitas saksi;

d. Data dan keterangan harta benda wakaf;

e. Peruntukan harta benda wakaf (mauquf‟alaih);

f. Jangka waktu wakaf.

5. Dalam hal wakif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas wakif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing;

6. Dalam hal Naẓir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama identitas Naẓir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Pasal 33:

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk, isi, dan tatacara pengisian Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf untuk benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 35:

1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.

2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.

3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.

4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Naẓir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya, kepada Kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama (30) tiga puluh hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

Pasal 36:

1. Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh Wakif kepada Naẓir dengan membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan Akta Ikrar Wakaf yang diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

2. Didalam berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebut tentang keadaan serta rincian harta benda wakaf yang ditandatangani oleh Wakif dan Naẓir.

3. Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal serah terima benda wakaf telah dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf.

B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf dan Implikasinya

1. Pengertian Sengketa Wakaf


Sengketa adalah pertengkaran,  perbantahan, yang mengakibatkan perkelahian hebat, daerah yang menjadi pokok petengkaran (menjadi rebutan).
 Jadi yang dimaksud dengan sengketa wakaf adalah pertengkatan yang terjadi setelah wakaf berhasil dikelola dengan profesional dan manfaanya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sebagaimana diketahui dalam kenyataan dilapangan tidak jarang terjadi perselisihan atau persengketaan terhadap benda wakaf. Pengelolaan tanah wakaf melalui rentang waktu yang lama, tidak bisa dihindari adanya sengketa dengan fihak-fihak tertentu. Sengketa wakaf produktif yang dialami, kebanyakan terjadi dengan ahli waris, anak dari wakif atau wakif sendiri.

Sebab-sebab sengketa atau konflik perwakafan dapat diidentifikasi karena hal-hal berikut: Persyaratan yang menyangkut sah dan batalnya wakaf; Tidak jelasnya status ukuran dan luas benda wakaf; Keluarga atau ahli waris tidak mengetahui adanya ikrar wakaf; Wakif maupun ahli warisnya menarik kembali harta benda wakaf; Penyalahgunaan peruntukan dan fungsi harta benda wakaf oleh Naẓir; Dan Sebab-sebab lain. Dari identifikasi tersebut masih banyak lagi penyebab-penyebab munculnya sengketa wakaf yang melibatkan perseorangan, lembaga, bahkan dengan institusi pemerintahan.

Ketika terjadi sengketa wakaf, hendaknya segera dicari upaya untuk penyelesaiannya agar Naẓir bisa lebih fokus terhadap tugas utamanya memberdayakan harta benda wakaf. Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004. Pelaksanaan Undang-undang No.41 tahun 2004 diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 2006.

2. Macam-macam Alternatif Proses Penyelesaian Sengketa

a. Proses Penyelesaian sengketa menurut fiqih

Di dalam fiqh tidak ditemukan tentang proses penyelesaian sengketa secara teknis, namun fiqh menerangkan dan mengatur tentang peradamaian. Perdamaian berasal dari kata aṣ-ṣulh. Menurut bahasa, perdamaian berarti mengakhiri pertikaian. Sedangkan menurut istilah syariat perdamaian adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan ini disebut muṣalih, hak dalam pertikaian disebut muṣalah „anhu. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu pihak yang bertikai disebut kepada lawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut muṣalah „alaih atau badal aṣ-ṣulh.

Perdamaian ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ agar tercipta ketentraman setelah terjadi pertikaian, dan untuk menghilangkan kedengkian antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian. Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

Artinya“dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan    yang    lain    maka    perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali ke perinta Allah; jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperilaku adil.” (Q.S. Al-Hujuraat ayat 9).
 Dan Al Qur’Aan Surat Al Hujarraat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ
Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S Al-Hujuraat ayat 10).

Dalam fiqh Sunnah Sayyid Sabiq dijelaskan tentang rukun-rukun perdamaian yang diterangkan dalam fiqh adalah adanya ijab dan kabul dengan lafal apapun yang mengungkapkan makna perdamain. Setelah perdamaian tercapai, maka ia telah menjadi kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak dibenarkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan perdamaian secara sepihak.

Syarat-syarat perdamaian dibagi menjadi tiga, yaitu:

1)  Syarat-syarat bagi pihak yang meminta perdamaian  
Disyaratkan    pada    orang    yang    meminta perdamaian harus termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan secara sukarela. Seandainya pihak yang meminta perdamaian tidak termasuk orang yang dibenarkan untuk melakukan tindakan sukarela, misalnya orang gila, anak kecil, wali yatim, atau pengurus wakaf, maka perdamaiannya tidak sah. Namun apabila perdamaian anak kecil yang belum mumayiz, wali yatim, dan pengurus wakaf dibenarkan jika didalamnya terdapat manfaat bagi anak kecil, anak yatim, atau wakaf.

2) Syarat-syarat barang yang digunakan dalam perdamaian:

a. Berupa harta yang bernilai dan dapat diserahkan, atau berupa jasa.

b. Barang dalam perdamaian harus diketahui, jika perlu diadakan serah terima.

3) Syarat-syarat hak dalam perdamaian

a. Hak harus berupa harta yang bernilai atau jasa dan tidak disyaratkan harus diketahui, karena tidak perlu adanya penyerahan.

b. Harus berupa hak diantara hak-hak manusia yang boleh untuk digantikan meskipun itu tidak berupa harta, seperti qishash.

Dalam kitab terjemahan Subulus Salam-Syarah Bulughul Mahram Jilid 2, dijelaskan bahwa sebuah perdamaian diperbolehkan dengan syarat: adanya kerlaan, perdamaian juga boleh dilakukan dengan orang-orang non muslim, perdamaian disertai dengan pengingkaran tidak sah dan tidak pula disahkan secara mutlak, tetapi disertai dengan perincian yang lebih jelas seperti perincian kadar atau jumlah yang menjadi haknya.
 Dalam kitab ini dijelaskan bahwa para ulama membagi pembahasan tentang perdamaian dalam beberapa katagori, yaitu: perdamaian dengan orang kafir, perdamaian antara suami istri, perdamaian antara kaum pemberontak dan kaum yang adil, perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai, perdamaian antara masalah yang berkaitan dengan luka-luka diberi pengampunan dengan membayar sejumlah harta, dan perdamaian untuk memutuskan yang berkenaan dengan hak dan kepemilikan.

Perdamaian adalah saling berbaikan dan saling menerima antara kedua belah pihak yang bertikai. Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath, perdamaian itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: perdamaian seorang muslim dan seorang kafir; perdamaian antara kedua suami istri; perdamaian antara dua kelompok yang memberontak dengan kelompok yang adil; perdamaian antara dua belah pihak yang saling membenci seperti dua suami dan istri; perdamaian dalam hal kecelakaan seperti membebaskan biaya; dan perdamaian demi menghentikan pertikaian apabila terjadi perseteruan baik dalam bidang kepemilikan atau Persekutuan Seperti Jalan Raya.

Macam-macam perdamaian menurut Sayyid Sabiq:

a. Perdamaian lantaran adanya pengakuan, perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian dengan cara seseorang menyampaikan dakwaannya terhadap pihak lain (pihak lawan), lantas pihak lain mengakui dakwaan yang disampaikan kepadanya. Kemudian keduanya berdamai dengan ketentuan pendakwa mengambil sesuatu dari pihak tedakwa, karena manusia tidak dilarang untuk menggugurkan haknya atau sebagian haknya.

b. Perdamaian lantaran adanya pemungkiran, perdamaian yang dimaksud adalah perdamaian dengan cara seseorang menyampaikan dakwaannya terhadap pihak lain (pihak lawan), namun pihak lawan memungkiri dakwaan tersebut, kemudian keduanya berdamai.

c. Perdamaian lantaran adanya sikap diam, perdamaian yang dimaksud disini adalah perdamaian lantaran adanya sikap diam, yaitu bila seseorang menyampaikan dakwaanya kepada pihak lain (pihak lawan), kemudian pihak lawan diam, tidak mengakui tidak pula memungkirinya.

Hukum Perdamaian Lantaran Adanya Pemungkiran dan Sikap Diam

Mayoritas ulama berpendapat diperbolehkan berdamai lantaran adanya pemungkiran atau sikap diam. Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm berkata, “tidak diperkenankan kecuali perdamaian lantaran adanya pengakuan, kerena perdamaian berimplikasi pada hak yang tetap, dan ini tidak ada dalam keadaan diam dan memungkiri.”

2. Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Luar Pengadilan


Di Indonesia sudah terdapat peraturan yang mengatur perdamaian di luar persidangan. Perdamaian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, dengan mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

Merujuk pada Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (nonlitigasi), dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 tahun 1999 tersebut dapat dipilih baik oleh para pelaku sengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata. Metode alternatif penyelesaian sengketa akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan baik itu berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya;

b. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, organisasi dengan pihak, kelompok atau organisasi lainnya.

c. Mediasi adalah prosedur penengah dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri;

d. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan kinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut.


Penyelesaian sengketa wakaf diluar pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004, pada bab VII pasal 62 menjelaskan tentang penyelesaian sengketa wakaf, berbunyi :

1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.


Dari ketentuan pasal 62 dan penjelasannya, maka penyelesaian sengketa perwakafan meliputi :

1) Langkah awal untuk menyelesaikan sengketa perwakafan dengan musyawarah, musyawarah dilakukan antara kedua pihak atau lebih, dengan tujuan untuk mencapai mufakat atau kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

2) Apabila penyelesaian sengketa wakaf dilakukan dengan musyawarah tidak berhasil, maka dilakukan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

3) Apabila dengan jalan mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa maka sengketa tersebut dibawa ke Badan Arbitrase Syari’ah. Badsn Arbitrase adalah sebuah badan penyelesaian sengketa secara hukum dengan menghasilkan putusan yang mengikat melalui sebuah majelis peradilan yang komposisi hakimnya diangkat atau ditentukan oleh para pihak.

4) Setelah semua cara di atas dilakukan namun tetap tidak berhasil, maka solusi terakhir adalah membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Agama, atau Mahkamah Syari’ah sesuai dengan letak benda wakaf dan naẓir berada.
 

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dan mediasi pada dasarnya sama, yaitu proses penyelesaian tanpa campur tangan pengadilan, sehingga penyelesaian model ini disebut non litigasi. Sementara penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase dan pengadilan memiliki persamaan dimana keduanya merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, tetapi bedanya dalam arbitrase hakimnya diangkat atau ditentukan oleh para pihak, namun jika peradilan di Pengadilan Agama hakimnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Pengadilan Agama merupakan model penyelesaian yang disebut litigasi.

Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang betikai. Di dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja mereka menyelesaikan sendiri, misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian persengkataan ini di luar sidang secara damai, sebelum persengketaan itu diajukan ke Pengadilan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak yang berhasil.

3. Penyelesaian Sengketa Wakaf  di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun1977 sampai sekarang sudah berlaku 40 tahun, namun masih banyak ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa terkait dengan perwakafan tanah milik berbunyi: “Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut keetentuan dalam pasal 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, bahwa Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syari’at Islam, meliputi:

a. Wakaf, wakif, Naẓir, ikrar dan saksi;

b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf);

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.


Tidak sedikit kasus-kasus yang mengemuka di Pengadilan Negeri, pihak-pihak yang berusaha untuk “menarik kembali” wakaf yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Penarikan kembali harta wakaf karena sifat ingin memiliki kembali dari anak-anak atau keluarga wakif, yang tidak mau memahami bahwa benda tersebut adalah benda wakaf yang sudah menjadi milik publik atau milik Allah Swt.

Perubahan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesi (BAMUI) menjadi Basyarnas diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2003 yang kemudian dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003. Basyarnas sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan MUI adalah lembaga hakam yang bebas, otonom, dan independen, tidak dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Wewenang atau yurisdiksi Basyarnas adalah:

a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang- undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.

b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Penyelesaian sengketa tentang benda wakaf diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 di ubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dalam ketentuan Pasal 49 diubah menjadi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Demikian penjelasan tentang penanganan sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan maupun harta benda wakaf, yang dianjurkan dengan perdamaian, musyawarah untuk mencapai mufakat, melalui Basyarnas atau Pengadilan Agama.

4. Pengertian Perjanjian Damai
Menurut Subekti, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang yang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian akan timbul suatu perikatan yang mengikat masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.
 Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktik perjanjian itu sebaiknya dilaksanakan secara tertulis.
Pelaksanaan perjanjian perdamaian secara tertulis yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak dengan dibuat akta perjanjian perdamaian supaya perjanjian perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Perjanjian perdamaian tertulis ini hendaknya dibuat secara autentik dengan dibuat di hadapan Notaris. Akta asli perjanjian itu disimpan oleh Notaris sebagai minuta, dan pihak-pihak yang mengadakan perdamaian diberikan salinan dari akta tersebut sebagai pegangan. Dan jika dikemudian hari salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian perdamaian yang sudah disepakati sebelumnya, maka pihak lain dapat menunjukkan bukti autentik tentang perjanjian perdamaian tersebut. Dan dia dapat mengemukakan bahwa suatu perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sebuah perjanjian perdamaian yang autentik telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Hal ini sama seperti keputusan pengadilan tingkat akhir.

Namun  perjanjian
perdamaian tersebut  masih ada kemungkinan untuk dapat dibatalkan, yaitu apabila :
1. Telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subyeknya (orangnya);

2. Telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

� Siah Khosyi’a, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia, (Bandung:Pustaka Setia, 2010)., h. 16.


� Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk., (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.269.


� Ibid., h.271.


� Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,op.cit., hal.3.


� Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Penata Medika,2004), hal.427.


� Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), hal.91
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